bawa Besar yang memeriksa dan mengadili
pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
/ berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

N

GGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam,
S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat
di Dusun Kaung Atas, Rt.004 / Rw. 001, Desa
Kaung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa,

epagai Penggugat;
melawan

UGAT BIN A.TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan
D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di
Dusun Bugis, Rt.001 / Rw. 007, Desa Labuhan Burung,

Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14
Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa
Besar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
229/Pdt.G/2019/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 1991 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan di Kecamatan Utan / Rhee, Kabupaten
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ai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
abupaten Sumbawa, Nomor : 174/21/X1/1991,

afitara Penggugat dengan Tergugat tinggal
Di Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten
1 Tahun, kemudian Pindah ke dirumah Dinas
gah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa,
kemudian pindah lagi kerumah Bersama di

Rw. 007, Desa Labuhan Burung, Kecamatan

yaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang

rnama:

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 27 Tahun, berjenis

Kelamin Laki laki.

2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 24 Tahun, berjenis
Kelamin Laki laki.

3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 14 Tahun, berjenis
Kelamin Laki laki.

4. Bahwa sekitar Awal bulan Juni Tahun 2005, ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang
sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

a. Dalam berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada kecocokan dalam hal Keuangan Rumah Tangga.
b. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam Rumah Tangga.

c. Tergugat suka berjudi togel.
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afkah Bathin terhadap Penggugat.
engkaran tersebut pada akhir bulan Januari
ri perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini

ergugat telah Pisah Tempat tinggal dengan

seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan
ai dari Bupati Sumbawa dengan Nomor : 409
apkan tanggall4 Februari 2019.

dian tersebut rumah tangga antara Penggugat

fah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

eraian merupakan alternatief terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara
ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili
perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.

3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus
menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
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ai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh
Surat 1zin Nomor 409 TAHUN 2019, tanggal 14

hrkan oleh Bupati Sumbawa Provinsi Nusa

ian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
di persidangan;
pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
n maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
dpersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
1. Bukti Surat.
1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/209/111/2019, Tanggal
13 Maret 2019, atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Kepala
Desa Pulau Kaung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa
bermeterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos, setelah
Fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka
oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditanda dengan P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Utan / Rhee, Kabupaten Sumbawa, Nomor 174/21/X1/1991, Tanggal
22 November 1991, bermeterai cukup dengan nazegelen dari Kantor
Pos, setelah Fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata

cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditanda dengan P2;
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Bupati Sumbawa tentang pemberian ljin Cerai
2019, Tanggal 14 Februari 2019, bermeterai
gelen dari Kantor Pos, setelah Fotokopi tersebut
a8linya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis

la dengan P3;

AT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan
s rumah tangga, bertempat tinggal di Desa
atan Buer Kabupaten Sumbawa, di bawah
eterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
Penggugat;

antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

crsama,

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering bertengkar dengan
Penggugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat suka main judi togel dan tidak bertanggung
jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama
kurang lebih 3 tahun lamanya dan selama perpisahan tersebut
Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada
Penggugat;

- Bahwa sudah pihak keluarga berusaha untuk menasehati Penggugat
agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, tetapi
tidak berhasil;
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tidak sanggup untuk merukunkan mereka karena
ikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
sAHakim mengajukan pertanyaan kepada saksi
lis memberi kesempatan Penggugat untuk
afla saksi, atas kesempatan tersebut Penggugat
an saksi;

AT, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan
rumah tangga, bertempat tinggal di RT, 02
ecamatan Buer Kabupaten Sumbawa, di bawah
eterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

crsama,

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering bertengkar dengan
Penggugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat suka main judi togel dan tidak bertanggung
jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama
kurang lebih 3 tahun lamanya dan selama perpisahan tersebut
Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada
Penggugat;

- Bahwa sudah pihak keluarga berusaha untuk menasehati Penggugat
agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, tetapi
tidak berhasil;
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amah Agung Republik Indonesia

tidak sanggup untuk merukunkan mereka karena
ikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
sAHakim mengajukan pertanyaan kepada saksi
lis memberi kesempatan Penggugat untuk
afla saksi, atas kesempatan tersebut Penggugat
an saksi;

para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

mpersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

jerpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat
telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka
telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.
Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara jo. Surat Edaran BAKN Nomor
48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;
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Disclaimer
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ana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini
perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat P.1 (Surat Keterangan Domisili ), P.2 (kutipan
akta nikah) dan P.3 (Surat Keterangan Izin Perceraian dari atasan) serta
saksi-saksi. Surat dan saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi
syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima untuk
dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, ternyata Penggugat
tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh
karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama

Sumbawa Besar, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989;
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ang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
bterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
b alat bukti tersebut telah memenuhi syarat
bherangkan bahwa Penggugat telah menikah
al 22 November 1991, relevan dengan dalil
Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik
ian yang sempurna dan mengikat;

rdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan
engan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

1991, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

a ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: eti Nurbaiti binti Paweloi dan Fatimang binti Hasan M. Arsad, keduanya
telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk
perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain
dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta
tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan
kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat
yang menyatakan bahwa para saksi mengetahui secara langsung tentang
ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berupa

pertengkaran dan percekcokan mulut dan perpisahan tempat tinggal yang
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oIeh Penggugat serta saling berkaitan dan

n yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah

dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 27 Tahun, berjenis
Kelamin Laki laki.

2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 24 Tahun, berjenis
Kelamin Laki laki.

3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 14 Tahun, berjenis
Kelamin Laki laki.;

- Bahwa sekitar Awal bulan Juni Tahun 2005, ketentraman rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya

perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit

untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:Dalam berumah

Tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam

hal Keuangan Rumah Tangga dan Tergugat suka berjudi togel dan Selama

4 (empat) tahun berturut turut dari hidup bersama maupun sudah pisah
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Disclaimer

jari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Kini

rgugat telah Pisah Tempat tinggal dengan

gal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada
kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
pedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak
dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk
itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan
untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan
melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu
bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,
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menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga

d&rena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan
Tergugat karena ketidakhadirannya di
Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus
ang telah terbukti dan selanjutnya dapat
;ﬁ onstitoir perkara a quo;
3 pfdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
ah rumah tangga yang dialami Penggugat dan
ikian rupa yang pada klimaksnya Penggugat
rsatu lagi dengan Tergugat, merupakan qgarinah
va perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah
ige), sehingga sangat tidak memungkinkan untuk

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan maksud firman Allah dalam surat
Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara suami-istri
merupakan hal yang wajar dan bisa terjadi dalam setiap rumah tangga,
dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, oleh
karena itu hal yang paling pokok yang harus diperhatikan dalam sebuah
perkawinan adalah masih ada atau tidaknya ikatan batin diantara keduanya,
apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati

keduanya telah pecah, maka akan sulit untuk mewujutkan kerukunan
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dalam mewujutkan rumah tangga yang tentram
A fakta tersebut di atas, maka telah terbukti
tengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan

perselisihan dan pertengkaran tersebut
yang substansinya adalah ketidakrukunan

ntara suami-isteri dalam rumah tangga, yang

erkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi
donesia dimana kedua aturan tersebut memerintahkan

ri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya
@Pan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia
haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah seorang meninggalkan
atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada
dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka
keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonisasi dalam
kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Penggugat
dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis
sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri telah meninggalkan
hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal
77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami dan istri harus saling
cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir
maupun batin yang satu kepada yang lain”, sedangkan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak demikian adanya;
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cerai pada Tergugat, walaupun Majelis Hakim
an  dan nasehat kepada Penggugat untuk
ghgan Tergugat, hal ini menunjukan bahwa
Jugat dan Tergugat tidak bisa dibina lagi dan
elis Hakim bahwa antara Penggugat dengan
katan batin lagi;

hjelis Hakim berpendapat bahwa meskipun
gga Penggugat dan Tergugat tersebut ada

(membiarkan) rumah tangga

lerhadap Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri

sendiri tidak ingin mempertahankan rumah

#enimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dapat
disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat
melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan oleh
karenanya tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian

sebagaimana dituntutkan dalam Al-Qur’an Surat al-Bagarah ayat 229 yang

berbunyi:
Q . T= _ =% NI~ - S \IT 0, -
&30l lawd Lagile 7635 W6 alll 5833 Lagas V1 aids §ls

a.
Artinya: "Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami
istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai
hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa
jika istri menebus dirinya untuk bercerai”;

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian,
namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga

sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat
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lah sangat tidak senang terhadap suaminya,
an talak si suami”.
fdalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan

fitman A A urat an-Nisa ayat 130 menyebutkan'
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Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan
hukum dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk
dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (onheelbare twespalt) serta
mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai
dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor
1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila
perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan
pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat
tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan
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karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,
grnah hadir dalam persidangan, maka sesuai
R.Bg., perkara ini akan diputus dengan tanpa
al mana sefaham dengan pendapat Ahli Figih
Juz IV halaman 380 yang selanjutnya diambil
pagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

I 28l 2Ll o2 sl Lle £laills
ix3 eldall gs 0lS O] s

enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,
maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal
119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu
bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Sumbawa Besar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),
tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;
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oleh karena perkara ini termasuk bidang
an ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
dgaimana telah diubah dengan Undang-Undang
dang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perkara dibebankan kepada Penggugat
ar putusan ini ;

asal dari peraturan perundang-undangan yang
g berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI

yeng telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
idang, tidak hadir;

Penggugat dengan verstek;

satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT BIN A
terhadap Penggugat (PENGGUGAT BINTI

pbebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 506.000,00 ( lima ratus enam ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Mujitahid, S.H.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi,S.H.l. dan Hilman Irdhi
Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan
didampingi oleh Siti Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
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Ketua Majelis,

Mujitahid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maryam, S.H.
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